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ABSTRAK 

 

 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Fungsi Pengawasan dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap laporan masyarakat terkait pinjaman 

Online Ilegal yang telah terjadi di berbagai kasus karena banyaknya laporan yang 

telah tercatat. 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi penulis menunjukkan bahwa: Pertama, bahwa 

fungsi pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap laporan masyarakat 

terkait pinjaman online illegal pada dasarnya kewenangan dalam hal tersebut 

berdasarkan undang-undang adalah kewenangan Pemerintah. Namun, di lain hal 

dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada satu daerah saja melainkan peristiwa 

yang terjadi secara nasional yang tentu berpengaruh terhadap penggunanya karena 

pinjaman online ilegal memiliki banyak dampak negatif dan tentu saja OJK 

mengambil Tindakan cepat dan tegas Bersama dengan Kepolisian Republik 

Indonesia dan Kementrian Komunikasi dan Informatika menindak pinjaman 

online illegal atau rentenir online yang berfungsi melanggar hukum. Sehingga 

pemerintah pusat juga mengambil kebijakan untuk memberi himbauan kepada 

masyarakat agar tidak tergiur menggunakan pinjaman online ilegal. Kedua, 

Pengaturan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menangani Pinjaman 

Online Ilegal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

informasi. 
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RINGKASAN 

 
FUNGSI PENGAWASAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 

TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE 

ILEGAL 

Muhammad Farsya Anshari : 2023) 

 

Jika dilihat dalam penyelesaian perkara terkait laporan masyrakat terhadap 

pinjaman online illegal Langkah hukum yang dapat diambil adalah melaporkan ke 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena OJK adalah instansi resmi yang mengurus 

Uang pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang sudah tercantum dalam 

Perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi sekarang sangatlah cepat 

menyebar dan meluas dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Berbagai 

kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia 

dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya 

kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Namun pinjaman online ini 

terbagi dua, legal dan illegal, yang banyak terjadi sekarang adalah mengenai pinjaman 

online illegal. Permasalahan keuangan berbasis online tersebut temyata tidak hanya 

diindikasikan melakukan pelanggaran hukum saja, melainkan juga melakukan 

pelanggaran hak asasi manusia, 'terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan: 

Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan hak miliknya.Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa 

aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat 

tidak berbuat sesuatu. Tujuan Penelitian ini agar mengetahui upaya dan proses 

penyelesaian hukum yang terjadi terkait akibat pinjaman online illegal. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi 

kepustakaan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan hukum yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier yang kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa:1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam 

penanganan laporan terkait pinjaman online illegal pada dasarnya adalah 

kewenangan Pemerintah serta Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga kredibilitas 

pengguna pinjaman Uang Online yang berbasis teknologi informasi. Para pihak 

terlapor dapat melakukan Langkah hukum untuk menyelesaikan perkara mereka, 

karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak jasa yang meminjamkan uang secara 

illegal Ketika debitur atau kreditur tidak dapat menyelesaikan peminjaman maka 

yang terjadi adalah penyebaran data pribadi hingga melakukan ancaman dengan 

mengimintimidasi debitur tersebut itu adalah bentuk suatu tindak pidana. 

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 
 

 

viii 



 

dan Teknologi Elektronik yang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal 

ini tentu juga didukung oleh Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dimana konsumen mempunyai 

hak untuk menuntut dan mengadu kepada pihak yang berwenang apabila terjadi 

kegagalan dalam perlindungan data pribadi. 2. Pembatasan sampai pemblokiran 

kegiatan Usaha yang dilakukan oleh pihak jasa yang meminjamkan Uang secara 

illegal tersebut akan dilakukan oleh pihak pengawas Jasa Uang Pinjam Meminjam 

yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pihak-pihak yang melakukan jasa uang 

pinjam meminjam secara ilegal. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang 

melaporkan tidak dirugikan saat tidak bisa menyelesaikan peminjaman, seperti 

penyebaran data pribadi serta ancaman intimidasi yang dilakukan oleh para pihak 

Penyelenggara Peminjaman Uang secara illegal. Tentu saja Penyelenggara tersebut 

akan mendapatkan sanksi hingga pidana karena telah melakukan pelanggaran. 
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